
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

Pemerintahan Kab. Badung Tahun Anggaran 2024

Organisasi  : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH

4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 219.418.468.305

4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 209.418.071.853

4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah Rp. 10.000.396.452

4 2 PENDAPATAN TRANSFER Rp. 995.429.207.592

4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 825.186.134.000

4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 170.243.073.592

4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 3.936.000.000

4 3 01 Pendapatan Hibah Rp. 3.936.000.000

Jumlah Pendapatan Rp. 1.218.783.675.897

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp. 71.732.184.138

5 1 01 Belanja Pegawai Rp. 56.833.948.588

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.898.235.550

5 2 BELANJA MODAL Rp. 1.887.831.121

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.887.831.121

5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA Rp. 72.086.033.246

5 3 01 Belanja Tidak Terduga Rp. 72.086.033.246

5 4 BELANJA TRANSFER Rp. 1.593.049.701.627

5 4 01 Belanja Bagi Hasil Rp. 894.386.650.239

5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 698.663.051.388

Jumlah Belanja Rp. 1.738.755.750.132

Total Surplus / (Defisit) (Rp. 519.972.074.235)

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 101.885.655.068

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000.000

Pembiayaan Netto : Rp. 51.885.655.068

Kab. Badung,..............................
 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM
NIP. 196908241994032007



 

 

Nomor : 900/11991/SETDA/BPKAD  

Lampiran :         -  

Perihal  : Pedoman Penyusunan   RKA-SKPD 
   Tahun Anggaran 2024. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 SURAT EDARAN 

 

Dalam rangka Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan lanjutan setelah 

penandatanganan Nota Kesepakatan Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2024, Setiap 

SKPD wajib menyusun   RKA – SKPD. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar segera 

menyusun  RKA – SKPD dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

A. Dasar Hukum dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2024  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi  dan Inventarisasi  Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan                 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor  900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG 
 

SEKRETARIAT DAERAH 
 

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG ”MANGUPRAJA MANDALA” 

JALAN RAYA SEMPIDI,  MENGWI,  BADUNG, BALI    KODE POS  :  80351 TELP. (0361) 9009333 

 
 

Mangupura, 26 Juli 2023 
  

                   Kepada  
 

Sdr. :1. Inspektur, Ka.Badan,           
Ka. Dinas,  Ka. Satuan,        
Ka. Bagian. Setda. 
Kab.Badung di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 
Badung. 

2. Sekretaris DPRD Kab. 
Badung. 

3. Para Camat se-Kabupaten 
Badung. 
di – 
 

          tempat 
 

https://tte.badungkab.go.id/doc/7cd2c9bef37718e5a52f26151455de7f
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang 

Hasil Verifikasi, Validasi  dan Inventarisasi  Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan                 

Keuangan Daerah. 

5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024. 

6. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 

7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. 

8. Peraturan Bupati Nomor 21 tentang Standar Harga Satuan  Tahun              

Anggaran 2024. 

 

B. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 

1. Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan agar memperhitungkan Gaji ke-13 serta 

gaji   ke-14 dan  Cadangan sebesar 2,5 %.  

2. Bagi Perangkat Daerah  Penghasil dan Pengelola pembiayaan supaya 

membuat  RKA – SKPD dan Rekapitulasi Pendapatan dan pembiayaan 

tersebut. 

3.  RKA - SKPD agar disampaikan selambat-lambatnya tanggal  7 Agustus 2023 

kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Badung.  

 

 Demikian untuk mendapat pelaksanaan sebagaimana mestinya. 

  

 

 
 
 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Bapak Bupati Badung (sebagai laporan) di Mangupura 
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 
3. Arsip 
 

https://tte.badungkab.go.id/doc/7cd2c9bef37718e5a52f26151455de7f



